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PENDAHUL UAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan nasional di segala
bidang, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan guna mencapai
kesgahteraan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya melakukan
pembangunan nasional pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk
memenuhi kebutuhan dana yang tidak sedikit tersebut pemerintah dituntut menggali
sumber-sumber pendapatan negara yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah.
Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari paak dalam negeri dan pajak
perdagangan internasional. Pajak dalam negeri tersebut terdiri dari Pgak Penghasilan,
Pgjak Pertambahan Nilai, Pgjak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Cukai, serta pgak lainya. Adapun penerimaan paak
perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar.

Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam
(SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penerimaan Negara Bukan
Pgak (PNBP) lainnya, dan pendapatan Badan Layana Umum (BLU) . Penerimaan
SDA terdiri dari Migas dan Non Migas. Migas terdiri dari minyak bumi dan gas

alam, sedangkan Non Migas terdiri dari pertambangan umum, kehutanan, perikanan,
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serta pertambangan panas bumi. Dari semua sumber pendapatan negara tersebut,

penerimaan paak penghasilan merupakan sumber pendapatan negara yang

berkontribus cukup besar. Terlihat dalam Tabel 1.1 tentang Evaluas Penerimaan

Pajak Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari S.D 31 Januari 2014.

Tabel 1.1

Evaluas Penerimaan Pajak Tahun 2013

Direktorat Jenderal Pajak Periode 1 Januari S.D 31 Januari 2014
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Tabel 1.1 menunjukan penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2012 segjumlah

Rp 464.664,93 miliar dan penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2013

sgumlah Rp 502.645,45 miliar. Data

tersebut

menunjukan  peningkatan

penerimaan PPh Migas dan Non Migas tahun 2013 sebesar 8,17% dari tahun
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sebelumnya. Berdasarkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan tersebut, perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut atas penerimaan pajak penghasilan, agar dapat
diperoleh informasi sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk
menjalankan fungsi budgetair pajak sebagal sumber penerimaan dalam negeri.

Situs www.pgjak.go.id menyatakan “Data World Bank menunjukkan bahwa
populasi penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah
tersebut, minimal 25%-nya, atau sekitar 61,5 juta jiwa, dikatakan telah memenuhi
syarat sebaga Wajib Pajak. Namun kenyataannya, jJumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang terdaftar dan mempunya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23,22
juta”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui, masih terdapat kurang lebih
38 juta penduduk yang belum mempunyai NPWP. Semakin banyak Wajib Pagak
(WP) terdaftar semakin banyak Wajib Pajak berkewajiban melaksanakan kewajiban
perpajakannya sehingga semakin banyak penerimaan pajak penghasilan diterima.
Hasil penelitian yang dilakukan Fitriani & Saputra (2009) menunjukan bahwa
terdapat pengaruh antara jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap jumlah Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang meningkat setigp tahunya
tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan Ekstensifikasi Pajak. Dalam surat
edaran DJP Nomor SE-06/PJ.9/2001, dijelaskan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah
kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan
perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pgjak (DJP). Bentuk

Ekstensifikasi Pgjak yang dilakukan DJP diantaranya yaitu pembentukan PP 46 atas
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penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu berdasarkan PMK No0.107/PMK.011/2013, pemberian
NPWP kepada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP serta wacana pemajakan
transaks atas jual beli online. Dengan semakin efektif Ekstensifikasi Pajak yang
dilakukan akan semakin banyak Wajib Paak (WP) terdaftar maka semakin banyak
WP yang berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga semakin
banyak pula penerimaan pajak penghasilan diterima. Namun hasil penelitian Fitriani
& Saputra (2009) menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara Ekstensifikasi Pajak
terdaftar terhadap jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dengan semakin banyak Wajib Pajak terdaftar akan semakin besar pula
kemungkinan kelalaian wajib pajak dalam kegiatan pemenuhan kewajiban
perpajakannya. Kelalaian pemenuhan kewjiban paak dapat menimbulkan utang
paak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan
bahwa Utang Paak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat segjenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Sebagal upaya pengawasan terhadap kegiatan pemenuhan kewajiban
perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan penagihan atas hutang pajak
yang dimiliki oleh Wagjib Pgak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan paak
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dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak belum juga melunasi hutang
pajak 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat teguran atau
surat peringatan dimaksudkan untuk menegur wajib pajak untuk segera melunasi
utang paaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000
menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sgenis
adalah surat yang diterbitkan oleh Pgabat untuk menegur atau memperingatkan
kepada Wajib Pgjak untuk melunasi utang pajaknya. Semakin Efektif Penerbitan
Surat Teguran akan semakin banyak banyak wajib pajak yang melunasi utang pajak
yang akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Semakin peningkatan pencairan
tunggakan pajak, maka jumlah penerimaan Pagjak Penghasilan akan meningkat.
Namun hasil penelitian Fauziah (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara Surat Teguran diterbitkan terhadap jumlah penerimaan PPh.

Bila Wagjib pgjak tidak melunasi utang pajak sampa dengan 21 (dua puluh
satu) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis Direktorat
Jenderal Pgjak berhak menerbitkan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
paak dan biaya penagihan pajak. Semakin Efektif Penerbitan Surat Paksa akan
semakin banyak wajib pajak membayar hutang pajak dan semakin banyak pencairan

tunggakan pajak. Semakin banyak pencairan tunggakan pagaknnya maka jumlah
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penerimaan Pgjak Penghasilan akan meningkat. Namun penelitian Fauziah (2014)
yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Surat Paksa diterbitkan
terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis melakukan penelitian atas
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang
pribadi sebagai replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani dan
Saputra (2009). Dalam penelitian ini, peneliti membedakan beberapa ha dari
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009) yaitu:

1. Variabel Dependen
Mengganti variabel dependen jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan (termasuk Wajib
Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) yang mengacu pada penelitian yang
dilakukan oleh Fitriani (2013).

2. Variabel Independen
Menambahkan variabel independen yaitu Efektifitas Penerbitan Surat Teguran dan
Efektifitas Penerbitan Surat Paksa yang mengacu pada penelitian Nidar,
Pengemanan dan Sabijono (2014). Peneliti tidak menguji variabel independen SSP
diterima dan rasio pencairan tunggakan pajak karenatidak tersedianya data.

3. Objek Penelitian
Objek pendlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Tigaraksa. Sedangkan, objek penelitian sebelumnya adalah

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Batu.
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4. Tahun Penélitian
Menggunakan periode tahun 2011-2013 sebagai periode tahun penelitian.
Sedangkan, pada penelitian sebelumnya digunakan periode tahun 2009-2013
sebagal periode tahun penelitian.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh pribadi tahun 2011 sampai tahun 2013.
Ketertarikan tersebut diwujudkan dalam penelitian ini dengan judul Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Di

Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2011 Sampai 2013 ™.

1.2. Batasan M asalah

Untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diuralkan dan agar pembahasan
penelitian ini dapat lebih terperinci, peneliti memberikan batasan-batasan masalah
dalam penelitian ini yaitu:
1. Objek Pendlitian
Objek penelitian ini difokuskan pada satu variabel dependen jumlah penerimaan
Pajak Penghasilan yang memiliki populasi jJumlah penerimaan PPh di Indonesia.
Berdasarkan pernyataan tersebut cakupan objek penelitian dalam penelitian ini
dibatasi dengan menggunakan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah KPP Pratama Tigaraksa.
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2. Faktor-Faktor Ditéliti
Pengambilan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib
Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak yang diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak
baru terdaftar, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, dan Efektifitas Penerbitan
Surat Paksa.

3. Periode Penelitian
Periode pengumpulan data yang diteliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan

periode 1 Januari 2011 sampai 31Desember 2013.

1.3. Rumusan M asalah

Rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti sebagai acuan hal-hal apasgja yang

akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak
penghasilan?

2. Apakah Ekstensifikasi Pgjak yang diproksikan dengan jumlah Wajib Pajak baru
terdaftar, berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

3. Apakah Efektifitas Penerbitan Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan
pajak penghasilan?

4. Apakah Efektifitas Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan

pajak penghasilan?
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5. Apakah terdapat pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak,
Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, Efektifitas Penerbitan Surat Paksa secara

simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini merupakan penjawab dari rumusan masalah yang telah

diuraikan oleh pendliti, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar berpengaruh terhadap
penerimaan pajak penghasilan.

2. Untuk menguji pengaruh Ekstensifikasi Pajak yang diproksikan dengan jumlah
Wajib Pajak baru terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Untuk menguji pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Teguran terhadap
penerimaan pajak penghasilan.

4. Untuk menguji pengaruh Efektifitas Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan
pajak penghasilan.

5. Untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi Pajak,
Efektifitas Penerbitan Surat Teguran, Efektifitas Penerbitan Surat Paksa secara

simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
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1.5. Manfaat Penedlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya,

diantaranya yaitu:

1. Bagi Fiskus
Sebagai masukan dan bahan evaluas penerimaan paak penghasilan orang
pribadi atas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terhadap
penerimaan Pajak Penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa.

2. Bagi Wajib Pajak
Memberikan informasi kepada Wajib Pagak tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP
Pratama Tigaraksa.

3. Bagi Peneliti-peneliti Berikutnya
Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti berikutnya mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan paak terhadap penerimaan Pagjak
Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2011 sampai 2013.

4. Pendliti
Mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
pajak terhadap penerimaan Pagjak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa pada

tahun 2011 sampai 2013.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab sebagai

berikut:

BAB |

Bab I

Bab 111

: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenal latar belakang masalah, rumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

: TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan mengenal definisi-devinisi, pandangan para
tokoh, dan pendapat pakar dalam bidang perpajakan, uraian faktor-
faktor penerimaan pajak, serta hasil dari penelitian sebelumnya

terhadap faktor-faktor penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang uji asumsi klask meliputi uji
normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas untuk melengkapi syarat dalam melakukan
metode penelitian yang meliputi variable penelitian dan definisi
operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.
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BAB IV : ANALISISDAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang

analisis hipotesis, serta

BABV

tian dan saran
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